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ABSTRAK 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu 

bagian dari demokrasi yang menjadi gerbang utama dalam 

membangun kepemimpinan di daerah. Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) Empat Lawang diikuti oleh 3 paslon dimana Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) dalam hal 

ini ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah 2018 di kabupaten 

Empat Lawang dengan mengusung pasangan calon nomor urut 2 

Joncik Muhammad dan Yulius Maulana dengan strategi konsolidasi 

partai dari tingkat kabupaten, kecamatan serta desa dan mengadakan 

koalisi dengan partai-partai yang ada di kabupaten empat lawang yang 

bisa berapresiasi dengan mendukung paslon nomor urut 2 serta 

mengutkan jaringan kekeluargaan, persahabatan dan jaringan 

organisasi dan juga melakukan pendekatan terhadap pemilih pemula. 

Dalam menerapkan strategi ini banyak pihak yang menolak ajakan 

berkoalisi dan serta banyak juga jariangan yang berbeda pandangan 

dan belum siap untuk terjun kepolitik. Serta terjadinya konflik tim 

pemenangan paslon yang memakan korban. Dari samua permasalahan 

tersebut pemilihan kepala daerah kabupaten empat lawang bisa 

dimengakan oleh paslon nomor urut 2 Joncik Muhammad dan Yulius 

Maulana dari Partai Amanat Nasional (PAN) serta partai yang 

berkoalisi. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 

strategi DPD partai PAN pada pilkada 2018 yang lalu bisa 

memenangkan pilkada dikabupaten Empat Lawang (2) bagaimana 

perspektif siyasah terhadap strategi partai PAN dalam pemenangan 

pemilihan kepala daerah. Dengan tujuan untuk mengetahui strategi 

format politik dalam pemenangan pemilihan kepala daerah dan untuk 

mengetahui prespektif siyasah terhadap strategi partai PAN dalam 

pemilihan kepala daerah dikabupaten Empat Lawang. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan 

jenis penelitian ini field research dan library research. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview dan 

metode dokumentasi yang nantinya akan dianalisis sehingga 

menghasilkan data deskriftip yang berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan prilaku yang dapat dimengerti. 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi 

yang digunakan DPD PAN Empat Lawang untuk mengusung 

pasangan calon Joncik Muhammad dan Yulius Maulana adalah 

melakukan konsolidasi koordinasi keseluruhan tingkatan partai mulai 

dari  tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan sampai ketingkatan  

desa untuk memberi tahu tentang calon yang bakal diusung kepada 

masyarakat dan menguatkan jaringan. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 

strategi yang digunakan dalam memenangkan calon sudah sesuai 

dengan prinsip musyawarah, persaudaran, persatuan dan perdamaian. 

Mengacuh pada fiqh siyasah dusturiyah tidak bertentangan dengan 

prisip-prinsip al-qur’an dan al hadits dikarnakan tidak ada unsur many 

politik bagi-bagi sembako dalam pemilihan kepala daerah tersebut. 
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MOTTO 

                            

                    

 “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan 

saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih 

mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu 

yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang 

zalim.” 

(QS. At-Taubah:23) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Memperjelas pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, 

penulis memandang perlu menjelaskan pengertian istilah yang 

terkandung dalam judul skripsi ini yang berjudul “Analisis Fiqh 

Siyasah Terhadap Strategi Partai PAN Dalam Pemenangan 

Pilkada 2018 Di KabupatenEmpat Lawang” adapun beberapa 

istilah yang perlu diuraikan sebagai berikut: 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau 

penguraian pokok-pokok persoalan atas bagian-bagian atau 

hubunga antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan 

pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
1
 

Fiqh Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara 

sepesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan 

kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada 

khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, kebijakan oleh 

pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan 

ajaran Islam
2
. Fiqh Siyasah mempunyai beberapa bagian objek 

kajian, yang pertama Fiqh Siyasah dusturiyah tentang 

pemerintahan, yaitu mengatur pimpinan disatu pihak dengan 

rakyat dipihak lain, serta lembaga-lembaga yang ada, dalam 

batas-batas administrasi negara, kedua Fiqh Siyasah dawliyyah, 

yang mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga 

negara, dan lembaga negaradengan negara lain, ketiga Fiqh 

Siyasah maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, 

pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara, keempat Fiqh 

Siyasah harbiyyah yaitu mengatur departemen pertahanan dan 

keamanan negara.
3
 

                                                             
1
 Peter Salim and Yenny Salim, “Kamus Bahasa Indonesia 

Kontemporer (Jakarta” (Modern English Press, 2002), h. 61. 
2
 Ahmad Sukarja Mujar and Syarif Ibnu, “Tiga Kategori Hukum 

(Syari'at Fiqh Dan Konun)” (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)., h.86. 
3
 J Suyuthi Pulungan, “Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan 

Pemikiran,” 2016., h. 55. 
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Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat 

muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Strategi 

berasal dari kata Yunani. Menurut Porter yang menyatakan 

bahwa “strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai 

keunggulan bersaing” Gerry Jonson, Kevan Scoles, dan Richard 

Whittington mendefinisikan strategi sebagai arah acuan dan 

ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka waktu lama.
4
 

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebuah partai politik di 

Indonesia. Asas partai ini adalah akhlak politik berlandaskan 

agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam PAN 

didirikan pada tanggal 23 agustus 1998 berdasarkan pengesahan 

depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl.27 agustus 2003.
5
 

Pemenangan berasal dari kata menang. Menang memiliki arti 

pertama, dapat mengalahkan (musuh, lawan, saingan), unggul, 

kedua, meraih (mendapat) hasil (perolehan), karena dapat 

mengalahkan lawan (saingan). Kata menang bila mendapatkan 

imbuhan pemenangan berarti proses, caraperbuatan 

memenangkan. Pemenangan suara menurut kamus besar bahasa 

Indonesia adalah membantu memperoleh suara yang banyak.
6
 

Pilkada adalah proses pemilihan gubernur, bupati, serta 

walikota secara langsung oleh rakyat, yang dilakukan secara 

bersamaan bagi semua kepala daerah yang berakhir masa 

jabatannya ditahun yang sama. Pemilhan yaitu proses, 

perbuatan, cara perbuatan memilih. Pemilihan Kepala Daerah 

adalah wujud pelaksanaankedaulatan Rakyat dan sekaligus 

pesta Demokrasi di Daerah pemilihan Kepala Daerah 

selanjutnya disebut Pilkada, Pilkada adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat didaerah yang dilakukan secara langsung, 

umum, bebas rahasia, jujur, dan, adil dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

                                                             
4
 Husein Umar, “Desain Penelitian Manajemen Strategik,” Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010., h. 16. 
5
 “Zulkifli Hasan Ketua PAN 2015-2020,” (On-Line), Tersedia Di: 

Kompas.Com ( 12 Maret 2015) 
6
 Departemen Pendidikan, “Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia” (Jakarta: balai pustaka, 1990)., h. 572. 



3 

Empat lawang adalah sebuh kabupaten di Provinsi Sumatera-

selatan, Indonesia.Ibukota kabupaten ini terletak di Tebing 

Tinggi. Kabupaten Empat Lawang diresmikan pada 20 April 

2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan 

disetujuinya rancangan Undang-Undanganya pada 8 Desember 

2006 tentang pembentukan kabupaten Empat Lawang bersama 

15 kabupaten/kota baru lainnya. Kebupaten Empat Lawang 

merupakan pemekaran dari kabupaten Lahat Sumatera-Selatan. 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2007 Tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten, dan diresmikan 

oleh Mendagri Ad-Interim Widodo AS pada 20 April 2007 di 

Istana Gubernur Griya Agung Palembang.
7
 

Jadi yang dimaksud dalam judul ini “Analisis Fiqh Siyasah 

Terhadap Strategi Partai PAN Dalam Pemenangan Pilkada 2018 

di Kabupten Empat Lawang adalah untuk mengetahui strategi 

apa yang digunakan partai PAN dalam pemenangan Pilkada di 

Kabupaten Empat Lawang dan akan dianalisis dengan perpektif 

Fiqh Siyasah dan hukum positif di kantor DPD PAN Kabupaten 

Empat Lawang. 

B. Latar Belakang Masalah  

Fiqh Siyasah sebagai salah satu aspek hukum islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia 

dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu 

sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi 

Muhammad SAW. Walaupun didalam al-qur’an tidak ada satu 

dalil pun yang secara aksplisit memerintahkan atau mewajibkan 

umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan 

istilah negara Daulah pun tidak pernah disinggung dalam Al-

Qur’an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa 

dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip 

pokoknya antara lain: musyawarah, keadilan, dan persamaan.
8
 

                                                             
7
 “Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang,” accessed 

November 23, 2020, https://empatlawangkab.bps.go.id/. 
8
 Mujar Ibnu Syarif and Azyumardi Azra, Hak-Hak Politik Minoritas 

Nonmuslim Dalam Komunitas Islam: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam 

(Angkasa, 2003)., h. 11. 
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Pancasila sebagai konsep Dasar Negara Indonesia, kesetaraan 

dan toleransi adalah wujud dari demokrasi, karena itu cukup 

beralasan jika Nurcholish Madjid menegaskan bahwa modal 

utama mewujudkan Demokrasi di Indonesia ialah Pancasila, 

sedangkan tempat tinggal demokrasi ialah masyarakat 

MADANI yang didalamnya ada heterogenitas 

masyarakar.Agama dan Negara ialah dua saudara 

kembar.Agama adalah fondasi, sedangkan Negara ialah 

pengawalnya.Sesuatu yang tidak mempunyai pondasi, bakal 

runtuh, sementara sesuatu yang tidak mempunyai pengawal, 

bakal tersia-siakan.
9
 

Negara sebagai suatu organisasi membutuhkan seorang 

pemimpin yang dapat membawa rakyatnya kedalam kehidupan 

yang lebih baik sebagai insan peradaban maju. Namun tak kalah 

penting di dalam memimpin sebuah negara ditangan seorang 

pemimpin sebuah harga dipertaruhkan, yaitu maju atau 

terpuruknya negara tersebut.Kepemimpinan sangat urgent 

diperhatikan dalam suatu pelaksanaan tata kelola pemerintahan, 

karena kepemimpinan adalah cerminan bagi rakyatnya. Kartono 

mengatakan persyaratan pemimpin itu harus selalu dikaitkan 

tiga hal penting, yaitu:  

1. kekuasaan, otoritas danlegalitas yang memberikan kewenangan 

kepada pemimpin guna untuk mempengaruhi bawahan agar 

berbuat sesuatu, 

2. kelebihan, keunggulan keutamaan sehingga orang mampu 

mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh kepada 

pimpinan, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan 

tertentu. 

3. kemampuan, segala daya, kesanggupan, kekuatan dan 

kecakapan/keterampilan teknis maupun anggota biasa. Apabila 

hal tersebut dilaksanakan dan dijalankan dengan baik maka 

pelaksanaan tata kelola pemerinthan akan berjalan sebagai 

mana yang diingikan. 

                                                             
9
 Rudi Santoso and Agus Hermanto, “ANALISIS YURIDIS POLITIK 

HUKUM TATA NEGARA (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan 

Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia),” 

Nizham Journal of Islamic Studies 8, no. 01 (2020): 125–35. 
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  Konsepsi Undang-Undang No. 10 tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
10

 

  Berada pada wilayah asumsi-asumsi yang bersifat 

trasional dan modern. Secara umum, konsep tersebut banyak 

diterapkan oleh Negara-Negara yang memiliki kehidupan 

demokrasi telah mapan. Demokrasi menganu tprinsip 

kebebasan, prinsip kesamaan, dan prinsip kehendak rakyat 

mayoritas. Undang-Undang tersebut Pilkada pun dapat 

dilaksanakan namun tidak terlepas dari adanya partai-partai 

politik baik yang umum ataupun yang berbasis Islami. Parpol 

tersebut mengusung calonnya untuk dijadwalkan perwakilan 

dari suatu partai tersebut.
11

 

  Pemilihan umum merupakan pranata terpenting dalam 

setiap Negara Demokrasi, terlebih lagi bagi Negara yang 

berbentuk Republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi 

untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan 

rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan 

secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin 

terjaga dan terlaksanannya cita-cita kemerdekaan, mencegah 

bercokolnya kepentingan tertentu didalam tubuh tertentu di 

dalam kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, atau 

digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan 

penguasa
12

. 

                                                             
10

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur,” Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 

10AD. 
11

 Hepi Riza Zen, “Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan 

Syariah,” Al-’Adalah 12, no. 1 (2015): 525–40.,  h.525. 
12

 Rudi Santoso, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik 

Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas,” Nizham Journal of Islamic 

Studies 7, no. 02 (2019): 252–61. 
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  Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada tahun 

2018 digelar secara serentak untuk di daerah-daerah yang masa 

jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2018 .  Sistem 

pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2018 

berdasarkan data yang di himpun ada 17 Provinsi 115 

Kabupaten dan 39 kota yang mengikuti Pilkada serentak pada 

tahun 2018 lalu. 

 Sejarah Islam praktek Pemilihan Kepala Daerah tidak pernah 

ada, karena penguasa daerah atau gubernur diangkat atau 

ditunjuk langsung oleh khalifah, tapi prinsip tentang kriteria 

pemilihan calon pemimpin ada banyak disebutkan dalam Al-

Qur’an maupun As Sunnah. Dalam persoalan keagamaan, 

kekuasaan adalah amanah harus dipertanggung jawabkan baik 

kepada Tuhan secara langsung maupun kepada atau pihak yang 

mempercayakan suatu amanah. Allah SWT berfirman dalam 

QS. Al-Anfal (8): 27 

                      

       

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 

janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.(QS. Al-

Anfal (8): 27) 

 Sehingga dalam hal kekuasaan tersebut suatu prinsip 

kewajiban atas amanah yang diembannya, prinsip ini juga dapat 

dilihat dalam QS.An-Nisa (4): 58 sebagai berikut: 

                          

                                 

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
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pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS.An-

Nisa (4): 58) 

Analisa dari ayat Qur’an diatas adalah tentang  prinsip-prinsip 

kepemimpinan bahwa seorang pemimpin itu harus amanah dan 

pemimpin itu harus adil dalam mengambil sebuah keputusan. 

Setiap pasangan calon bupati dan wakil Bupati Empat Lawang 

memiliki visi misi dan program kerja yang ditawarkan kedapa 

masyarakat hal ini tentu  saja bertujuan untuk memperoleh 

simpati dan dukungan dari masyarakat kegiatan ini merupakan 

bagian dari proses komunikasi tim pemenangan yang dijalankan 

kepada masyarakat strategi komunikasi yang dilakukan oleh tim 

pemenangan merupakan cara berkomunikasi yang dijalankan 

untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara tidak memburukan 

dari pihak lawan disini tim pemenangan juga melakukan 

pedekatan langsung kepada selaruh elemen masyarakat 

terutama bagi pemilih pemula dan juga partai PAN tidak 

menggunakan money politik atau disebut dengan politik uang 

kepada masyarakat, dari pilkada ini memenangakan pasangan 

nomo urut  2  H. Joncik Muhammad dan Yulius Maulana yang 

diusung oleh partai PAN dan kolega. 

Berdasarkan pemaparan fenomena yang terkait 

denganpemenangan pasangan calon nomor urut 2 H. Joncik 

Muhammad dan H. Yulius Maulana, peneliti sangat tertarik 

untuk meneliti secara ilmiah mengenai strategi yang dilakukan 

oleh tim pemenangan dalam masa kampanye hingga 

memenangkan hasil pemilihan kepala daerah tingkat Bupati dan 

Wakil Bupati Empat Lawang. Penulis memilih judul “Analisis 

Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Partai PAN Dalam 

Pemenangan Pilkada 2018 Di Kabupaten Empat Lawang 

(Studi Kasus DPD Partai PAN Kabupaten Empat Lawang). 

C.  Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian 

ini adalah “Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi 

Partai PAN Dalam Pemenangan Pilkada 2018 Di Kabupaten 

Empat Lawang?” Fokus penelitian tersebut kemudian 

dijabarkan menjadi beberapa poin Sub-Fokus sebagai berikut: 
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1. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap strategi partai PAN 

dalam pemenangan pilkada 2018 di kabupaten Empat Lawang? 

2. Bagaiman peran tim sukses no. 2 Joncik Muhammad dan 

Yulius Maulana dalam pilkada 2018 tersebut? 

3. Bagaimana strategi partai PAN dan partai pengusung dalam 

memenangkan pilkada 2018 di kabupaten Empat Lawang? 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah penulis tuliskan diatas maka 

penulis merumuskan permasalahan penelitian pada, 

1. Bagaimana strategi pemenangan Partai PAN pada pilkada 2018 

di kabupaten Empat Lawang? 

2. Bagaimana prespektif Fiqh Siyasah tehadap strategi partai PAN 

dalam pemenangan pemilihan kepala daerah? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui strategi politik partai PAN dalam 

pemenangan pemilihan kepala daerah 2018. 

b. Untuk mengetahui prespektif Fiqh Siyasah terhadap strategi 

partai PAN dalam pemilihan kepala daerah dikantor DPD Partai 

PAN Empat Lawang. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat teoritis penulis ini adalah dapat mengembangkan teori 

strategis dan memberikan kontribusi tentang strategi pemilihan 

kepala daerah bagi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden 

Intan Lampung. 

b. Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya 

pengetahuan keilmuan tentang strategi pemilihan kepala daerah 

dalam prespektif Fiqh Siyasah. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk 

menghindari plagiat atau pemalsuan penulisan skripsi, penulis 

menyertakan telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian 

penulis. Selama ini banyak penelitian yang mengkaji tentang 

analisi Fiqh Siyasah terhadap strategi partai dalam pemenangan 

pilkada. Penelitian tersebut bukan hal baru lagi dalam penulisan 

karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan lain sebagainya. 
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Penelitian yang dilakukan “M. Ihsan Agsa dari program studi 

komunikasi dan penyiaran islam jurusan dakwah fakultas 

usuluddin, adab dan dakwah IAIN Bengkulu tahun 2019 yang 

berjudul strategi komunikasi islam tim pemenangan Pilkada 

Bupati Empat Lawang Sumatra-Selatan tahun 2018”. 

Perbedaan yang ditemukan pada peneliian M. Ihsan Agsa 

berfokus kepada bagaimana strategi komunikasi islam tim 

pemenangan pilkada bupati di kabupaten Empat Lawang tahun 

2018 sedangkan penulis berfokus terhadap strategi partai PAN 

pada pilkada 2018 di kabupaten Empat Lawang 

Rizqi Josta Sanggam melakukan penelitian tentang analisis 

Fiqh Siyasah terhadap partai Golkar dalam pemenangan pilkada 

2015 di kota Bandar Lampung. Mahasiswa Jurusan Siyasah 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung Tahun 

2013. 

Persamaan yang ditemukan penelitian Rizqi Josta Sanggam 

adalah mengetahui bagaimana strategi pemenangan sebuah 

Partai pada saatpilkada dan bagaimana presfektif Fiqh Siyasah 

terhadap sebuah partai dalam pemenangan pilkada. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

 Janis Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif (field 

research) penelitian lapangan yaitu penelitian yang mendalam 

mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan, dengan tujuan 

untuk mempelajari tujuan secara mendalam tentang latar 

belakang keadaan sekarang.
13

 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam 

penelitian ini tidak boleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitung lainnya.
14

 Adapun data lapangan yang diperlukan adalah 

data-data yang dengan sejarah, struktur keorganisasian, 

                                                             
13

 Burhan Bungin, “Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi 

Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer,” 2007. 
14

 A Straus and J Corbin, “Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: 

Tatalangkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data, Alih Bahasa M,” Shodiq 

Dan I. Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, 42. 
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ideology dan tujuan dari Partai PAN dalam pemenangan 

Pemilihan Kepala Daerah. 

 Selain penelitianlapangan penelitian ini juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu metode untuk 

memperoleh data dari buku-buku yang relevan dengan masalah-

masalah tersebut.
15

 Adapun data pustaka yang dipergunakan 

untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan 

data-data dari berbagai sumber informasi dalam bentuk 

berbagai bahan bacaan untuk menjadi bahan topic pembahasan 

dalam penulisan skripsi ini dan kemudian diolah menjadi 

landasan teori. 

2) Sifat Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian (Deskriptif) artinya penelitian 

yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal 

yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-

fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu 

secara faktual dan cermat.
16

 Penelitian ini besifat deskriptif 

karena penelitian ini semata-mata menggambarkan sesuatu 

objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku 

secara umum.
17

 Dalam hal ini penelitian ini juga akan 

mendeskripsikan atau menggambarkan tentang mengenai 

Strategi Partai PAN Dalam Pemenangan Pilkada 2018 yang 

mengusung pasangan calon nomor urut 2 Joncik Muhammad 

dan Yulius Maulana. 

2. Sumber Data 

 Sumber data adalah tempat dari mana dara itu diperoleh, ada 

pun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : 

1) Data primer  

 Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui prantara) data primer 

                                                             
15

 Sutrisno Hadi, “Metodologi Research: PenulisanPaper, Skripsi, 

Thesis, Dan Disertasi,” Yogjakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UKM, 1981, 

42. 
16

 Saifuddin Azwar, “Metode Penelitian Kualitatif,” Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1998., h. 7. 
17

 Sutrisno Hadi, “Metodologi Research II, Yayasan Penerbit Fak,” 

Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986., h. 3. 
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dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau pun 

kelompok yang didapat melalui wawancara pada informan, 

hasil observasi terhadap suatu benda atau kejadian dan juga 

kegiatan. Dalam penelitian ini data primernya didapat langsung 

dari DPD partai PAN Empat Lawang dan Tim pemenangan 

Joncik Muhammad dan Yulius Maulana. 

2) Data Sekunder 

 Data tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek 

penelitiannya. Data ini sebagai data pelengkap seperti foto 

wawancara dan laporan-laporan yang tersedia pada saat 

penelitian. 

3. Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian 

penelitian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang 

ditentukan.
18

 Dalam penelitian ini populasi yang akan dijadikan 

objek adalah Semua Anggota DPD partai PAN dengan jumlah 

35 orang. 

2) Sampel  

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. 

Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling yaitu data purposive sampling memiliki kelompok 

subjek didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau 

dengan sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya.
19

 

 Berdasarkan jumlah populasi yang ada yaitu sebagaimana 

yang dekemukakan kreteria diatas maka yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini yaitu tiga orang tim pemenang dan tiga 

orang anggota DPD partai PAN. Oleh karena itu penelitian ini 

adalah penelitian populasi yang dianggap repsentatif dan 

menjawab setiap permasalahan yang tengah dihadapi sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

 

                                                             
 

18
 Nurul Zuriah, “Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan 

Teori Aplikasi,” 2006,116. 

 
19

 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan 

Praktis (Revisi),” Rineka Cipta, 2010,104. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data dalam penelitian, menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut:  

1) Wawancara 

 Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

deselenggarakan atau dilakukan denga cara mengadakan 

tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan sumber data. Dalam hal inimenggunakan jenis interview 

bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekakuan tapi 

terserah dengan pedoman yang ditetapkan. Interview ditujukan 

kepada. 

2) Observasi 

 Observasi adalah peneliti turun langsung kelapangan untuk 

meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti. 

3) Dokumentasi  

 Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang 

berbentuk tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau 

sesuatu yang berkaitan dengan masalah variaber yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya, 

yang ada hubungannya dengan tema penelitian. 

 Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa 

metode dokumentasi adalah suatu cara didalam pengumpulan 

data-data yang diperlukan dengan melaluin catatan tulisan. 

5. Teknik Pengolahan Data 

 Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara: 

a. Pemerikaan data (Editing) yaitu mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai 

dengan masalah. 

b. Penandaan data (Coding) yaitu memberikan catatan atau tanda 

yang menyatakan jenis sumber data (buku, literature, peraturan 

dalam ilmu kedokteran, atau dokumen); pemegang hak cipta 

(nama penulis, tahun penerbit); atau urutan rumusan masalah 

(masalah pertama, masalah kedua dan seterusnya). 

c. Rekontruksi data (Reconstructing) yaitu menyusun ulang data 

secara terarur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan 

diinterprestasikan. 
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d. Sistematisasi data (Systematizing) yaitu penempatan data 

menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah. 

6. Analisis Data 

  Menganalisis data dilakukan secara kualitatif dalam 

penelitian ini penulis melakukan metode pendekatan normatif 

empiris yaitu suatu penelitian yang menganalisis keberlakuan 

suatu peraturan hukum dan Undang-Undang dimasyarakat. 

Pendekatan normative dilakukan dengan menguraikan kaidah-

kaidah hukum hal ini dilakukan untuk mendapatkan data 

sekunder. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan 

mengadakan studi lapangan guna mendapatkan data yang 

bersifat primer. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami arah pembahasan 

dalam skripsi secara menyeluruh maka dibuatlah sistematika 

yang berisi penjabaran atau penjelasan dari masing-masing bab 

yang ada dalam skripsi ini. Sistematika penulisan dalam skripsi 

ini menyajikan 5 bab yang masing-masing saking 

berkesinambungan antara satu sama lain sehingga tercipta 

uraian yang sistematis, utuh dan benar. 

Bab pertama, ialah bab yang membahas tentang pendahuluan. 

Didalamnya terdapat beberapa sub bab seperti penegasan judul 

berupa penjabaran definisi dari judul skripsi yang diangkat 

untuk menghindari kesalah pahaman, selanjutnya latar belakang 

masalah yang berisikan awal mula munculnya sebuah pokok 

permasalahan yang akan mejadi pengantar dalam memahami isi 

penulisan skripsi, lalu dilajutkan dengan fokus masalah agar 

pembahasan dalam skripsi tidak melebar dan hanya fokus pada 

permasalahan yang diangkat sehingga ditemukan rumusan 

masalah yang nantinya akan dijawab, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu agar tidak terjadi 

kesamaan dalam pembahasan skripsi, metode penelitian yaitu 

cara memperloleh data dan pengelolaan data sehingga menjadi 



14 

data yang siap disajikan dalam skripsi, dan yang terakhir yaitu 

sistemaika pembahasan. 

Bab kedua, yang merupakan landasan teori, bab ini berisikan 

tentang teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan 

penelitian. Teori yang diuraikan berupa konsep dari Pilkada 

yang nantinya akan menjadi perantara dalam menganalisa isi 

pembahasan berikutnya. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang 

pengertian Pilakada dalam hukum positif, asas-asas, fiqih 

siyasah dan juga segala hal yang relevan untuk ditulis yang 

berkaitan dengan ini. 

Bab ketiga, berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang 

didalamnya terdapat dua sub bab mengenai gambaran umum 

tempat penelitian dan penyajian data yang sebelumnya telah 

dikumpulkan oleh penulis. 

Bab keempat, yaitu bab yang membahas tentang analisis 

penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang format 

strategi pemenangan partai pada pilkada 2018 berdasarkan 

analisis Fiqh Siyasah. 

Bab kelima, yang merupakan bagian akhir dalam penulisan 

skripsi. Pada bab ini akan dikemukakan jawaban atas 

pertanyaan selama penelitian dalam sebuah kesimpulan. Selain 

berisi kesimpulan, di bab ini juga berisi saran-saran yang 

diharapkan akan membawa dampak positif untuk penulis 

maupun orang lain. BAB ini berisi Kesimpulan dan 

Rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh 

penemuan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. 

Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian oleh 

pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Aturan Hukum Positif Mengenai Pilkada 

1. Pengertian Pilkada Dan Kepala Daerah 

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam 

pemilu. Pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan media 

untuk melanggengkan rezim demokratik-sekuleristik yang 

jelas-jelas bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam. 

Akan tetapi Allah Maha Tahu dan Maha Hakim untuk 

memilih jalan menuju keadilan dan memberinya ciri dan 

tanda. Maka apapun jalan yang bisa membawa tegaknya 

keadilan maka hal itu merupakan bagian dari agama dan 

tidak bertentangan dengan agama.
1
 

Pemilihan kepala daerah langsung atau yang sering 

disebut dengan pilkada merupakan salah satu bentuk 

demokrasi yang tampil dihadapan kita sejak 2005 lalu, 

Pilkada merupakan mekanisme pemilihan langsung 

pemimpin eksekutif di daerah, mulai dari walikota, bupati, 

hingga gubernur. Keterlibatan warga dalam pemilihan 

kepala daerah mereka masing-masing sudah barang tentu 

memberikan kebermanfaatan bagi daerah. Dengan asumsi 

mereka yang dipilih merupakan representasi dari mereka-

mereka yang memilih.
2
 Pengertian pilkada adalah 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 

bupati, serta walikota dan wakil wali kota secara 

demokratis.
3
 

                                                             
1
 Frenki, “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di 

Indonesia Menurut Fiqh Siyasah,” ASAS 8 (2016). 
2
 Leo Agustino, Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal (Pustaka 

Pelajar, 2009),1-3. 
3
 Sekretariat Jenderal D P R Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang, “Info Judicial Review Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ” (Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang, 2019). 
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Pelaksanaan penyelenggaraan pilkada pertama 

kali diselenggarakan secara langsung pada juni 

2005.Pilkada langsung ini merupakan salah satu bukti 

bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang dan 

rakyat memiliki hak untukmemilih pemimpin daerahya 

sendiri secara langsung sesuai dengan hati nurani 

mereka.
4
 

Kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah 

yang telah dipilih secara demokratis. Pemilihan secara 

demokratis terhadap kepala daerah tersebut tersebut 

dilakukan dengan dasar undang-undang nomor 22 tahan 

2003 tentang susunan dan kedudukan majelis 

pemusyawaratan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan 

perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah 

yang menyebutkan bahwa DPRD tidak memiliki tugas 

wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala 

daerah. Karena itu, pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah secara demokratis dilakukan oleh rakyat 

secara langsung. Kepala daerah dan wakil dalam 

melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah. 

Kepala daerah dan wakil dipilih secara lansung 

oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon 

kepala daerah dan wakil dapat dicalonkan baik oleh partai 

politik peserta pemilu yang memperoleh jumlah kursi 

tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan 

suara dalam pemilu legislatife dalam jumlah tertentu.
5
 

2. Asas Penyelenggaran Pilkada 

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilu 

atau pilkada di Indonesia didalam Undang-Undang Dasar 

1945 pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia 

dalam memilih pemimpin dan wakil pilhan mereka. 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan 

                                                             
4
 Ibid,2. 

5
 Wibowo Murti Samadi, “Implementation of 

Individual Candidate Reviews in the Election of Mayor in 

Surakarta City,” Wacana Hukum 28, no. 1 (2022): 31–38. 
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dalam pemilu atau pilkada dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun 

sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2011 tentang Penyelenggaran Pemilhan Umum. 

a. Langsung 

 Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara 

langsung memberikan suaranya sesuai dengan 

kehendak hati nuraninya tanpa perantara. 

b. Umum 

 Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 

tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih 

dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan 

tanpa ada deskriminasi (pengcualian). 

c. Bebas  

 Rakyat berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa 

adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun 

dan apapun. 

d. Rahasia  

 Pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui 

oleh pihak siapapun dan dengan jelas apapun siapa 

yang dipilihnya atau kepada siapa dipilihnya atau 

pada siapa suaranya diberikan. 

e. Jujur 

 Penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, 

pemerintah dan partai politik peserta pemilu, 

pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, 

serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, 

harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

f. Adil 

 Penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai 

politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama 

serta bebas dari kecurangan pihak manapun. 

 Penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia 

penggunaan asas tersebut sangatlah berpengaruh 

dalam pemilihan isi dari masing-masing asas sabngat 

tepat guna kepentingan-kepentingan kelancaran 
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penyelenggaraan pemilu yang aman di Indonesia.Asas 

tersebut sangatlah tepat dan efektif asas luber dan 

jurdil sangat mempengaruhi pemilu di Indonesia dari 

adanya asas tersebut masyarakat pemilih bebas 

memilih sesuai dengan hati dan kehendaknya tanpa 

paksaan atau intervensi dari berbagai macam pihak.
6
 

3. Tujuan Pilkada Langsung 

 Indonesia pertama kali melaksanakan pemilu pada 

akhir tahun 1955 yang waktu itu banyak diikuti partai 

atapun perseorangan. Pada tahun 2004 telah mulai 

dilaksanakan pemilu secara langsung untuk memilih 

wakil-wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. 

Selanjutnya, pada bulan Juni 2005 telah mulai 

dilaksanakan. Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang 

merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. 

Setidaknya ada lima pertimangan penting dari 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung bagi 

perkembangan demokrasi di Indonesia. 

1) Pemilihan kepala daerah langsung merupakan 

jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat, karena 

pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, 

bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara 

langsung. 

2) Pemilihan kepala daerah langsung merupakan 

perwujudan konstitusi dan UUD  1945. Seperti telah 

diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Gubernur, 

Bupati, dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala 

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota 

dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam 

UU No. 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 

Pengesahan, Pengakatan, dan Pemberhentian Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

                                                             
6
 Sun Fatayati, “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai 

Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan 

Berintegritas,” Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 

28(1) (2017)., 153-161. 
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3) Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran 

demokrasi politik bagi rakyat. Ini menjadi media 

pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang 

diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif 

segenap semua unsur bangsa tentang pentingnya 

memilih pemimpin yang benar sesuai hati nuraninya. 

4) Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat 

otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah 

satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. 

Semakin baiknya pemimpin lokal dalam pilkada 

langsung, maka komitmen pemimpi lokal dalam 

mewujudkan tujuan otonomi daerah yang antara lain 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dengan selalu memperhatikan kepentingan dan 

aspirasi masyarakat dapat diwujudkan. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi lagi atas daerah 

kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan daerah kotamempunyai pemerintahan 

daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan 

daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan.
7
 

4. Syarat Kandidat 

 Sesuai dengan Pasal 7 syarat kandidat berbunyi sebagai 

berikut: 

a. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan 

yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan 

sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota. 

b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati 

dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan 

Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

                                                             
7
 Ibid, 27-28 
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1) Bertakwa pada tuhan yang maha esa 

2) Setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 

Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

3) Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan 

tingkat atas atau sederajad 

4) Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon 

gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun 

untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta 

calon walikota dan calon wakil walikota 

5) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari 

penyalagunaan narkotika berdasarkan hasil dari 

pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim 

6) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang tetap atau memperoleh 

kekuatan hukum tetep atau mantan terpidana telah 

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 

public bahwa yang bersangkutan mantan 

terpidana 

7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum 

tetap 

8) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang 

dibuktikan dengan surat keterangan catatan 

kepolisian 

9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi  

10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara 

perseorangan atau secara badan hukum yang 

menjadi tanggung jawabnya yang merugikan 

keuangan negara 

11) Tidak sedang dinyatakan palit berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap 

12) Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki 

laporan pajak pribadi 
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13) Belum pernah menjabat sebagai gubernur dan 

wakil, bupati dan wakil, serta walikota dan 

wwakilnya selama 2 kali masa jabatan 

14) Belum pernah menjabat pada daerah yang sama 

15) Berhenti dari jabatanya sejak ditetapkan sebagai 

calon 

16) Tidak bersetatus sebagai pejabat tersebut 

17) Menyatakan secara tertulis pengunduran diri 

sebagai anggota DPR, DPD, DPRD sejak 

ditetapkan sabagai pasangan calon 

18) Menyatakan tertulis pengunduran diri dari 

anggota TNI, POLRI, PNS serta KEPALA DESA 

atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai 

pasangan peserta pemilihan 

19) Berhenti dari jabatan pada BUMN sejak 

ditetapkan sebagai calon.
8
 

5. Kelebihan Dan Kelemahan Sistem Pilkada Langsung 

a. Kelebihan sistem pilkada langsung 

1) Sistem demokrasi langsung melalui pilkada 

langsung akan membuka ruang partisipasi yang 

lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi 

dan menentukan kepemimpinan politik tingkat 

lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan 

yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk 

menentukan rekrutmen politik ditangan segelintir 

orang di DPRD (Oligarkis). 

2) Dari sisi kompetensi politik, pilkada langsung 

memungkinkan munculnya secara lebih lebar 

preferensi kandidat-kandidat yang bersaing serta 

memungkinkan masing-masing kandidat saling 

berkompetensi dalam ruang yang lebih terbuka 

dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi 

dalam demokrasi perwakilan. 

                                                             
8
 Redaksi Sinar Grafika, “Amandemen Undang-Undang 

Pilkada Gubernur, Bupati Dan Walikota (UU RI No. 8 Tahun 

2015),” Jakarta: Sinar Grafika, 2015., h. 4-6. 
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3) Sistem pemilihan langsung akan membei peluang 

bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak 

politiknya secaa lebih baik tanpa harus diredukasi 

oleh kepentingan-kepentingan elit politik seperti 

yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi 

perwakilan. 

4) Pilkada langsung memperbesar harapan untuk 

mendapatkan figure pemimpin yang aspiratif, 

kompoten dan legistimate. Karna melalui pilkada 

langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih 

berorientasi pada warga dibandingkan pada 

segelintir elite di DPRD. 

5) Kepala daerah yangterpilih melalui pilkada 

langsung akan memilih legistimasi politik yang 

kuat sehingga akan terbangun perimbangan 

kekuatan (check and balances) didaerah antar 

kepala daerah dengan DPRD. 

b. Kelemahan atau dampak negatife pemilihan kepala 

daerah secara langsung 

1) Biaya yang dikeluarkan sangat besar mulai dari 

biaya penyelenggaraan, kampanye, lobbi-lobbi 

partai pendukung sangat besar. Memungkinkan 

calon kepala daerah yang memiliki modal besar 

lah yang akan menang atau mereka yang 

mendapat dukungan dana dari pemodal besar. 

2) Kedaulatan milik pemodal dan asing, kepala 

daerah yang berhutang untuk biaya kampanye 

dan kebutuhan untuk kemenanganya akan 

mengembalikan melalui proses tender yang 

berkali lipat keuntungannya bagi penyokong 

modal ataupun memberikan kebijakan yang 

mendukung kepada pemilik modal termasuk 

dalam hal ini kepentingan asing juga bisa masuk 

terhadap penguasaan sumber-sumber kekayaan 

alam kita dan memengaruhi kebijakan kepala 

daerah melalui pressure yang dilancarkan. 
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3) Korupsi, untuk mengembalikan modal besar 

pribadi, sponsor maupun partai yang telah 

mengeluarkan milyaran bahkan triliunan rupiah 

sudah barang tentu menjadikan korupsi sebagai 

jalan yang nyaman. 

4) Rawan penyalangunaan birokrasi dan minim 

pengawasan, selama ini kita lemah dalam 

pengawasan dan punishmen. Banyak 

penyalagunaan wewenang yang terjadi dalam 

proses pilkada. 

5) Potensi konflik, sering terjadi konflik horizontal 

selama dilaksanakanya pilkada-pilkada didaerah. 

Bahkan sering terjadi anarkis dan pengerusakan 

fasilitas publik. Konflik itu juga sering 

menimbulkan ketegangan dimasyarakat untuk 

waktu yang lamah.
9
 

 

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Pemimpin  

1.  Fiqh Siyasah  

Istilah Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata yakni fiqh 

dan siyasah, kata Fiqh secara leksikal berarti tahu, paham 

dan mengerti adalah istilah yang di pakai secara khusus di 

bidang hukum islam atau yurisprudensi Islam. Secara 

Etimologis fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau 

pahaman terhadap maksud-maksud perkataan dan 

perbuatan.
10

 

Dengan kata lain, istilah fiqh menurut bahasa 

pengertian dan pemehaman dan pengertian terhadap 

perkataan dan perbuatan manusia, secara terminologis fiqh 

adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai 

dengan syara mengenai amal perbuatan yang di peroleh 

dari dalil-dalil nya atau hukum-hukum khusus yang di 

ambil dari sumbernya, Al-Qur’an dan As-Sunah. 

                                                             
9
 Wery Gusmawan, Pemilihan Kepala Daerah Dalam 

Perspektif Siyasah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)., h. 48-51. 
10

 Beni Ahmad Saebani, “Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik 

Islam,” Bandung: CV Pustaka Setia, 2008. 
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Fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai 

hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

As-Sunah yang susun oleh mujtahid dengan jalan 

penalaran dan ijtihad, dengan kata lain fiqh adalah ilmu 

pengetahuan mengenai hukum islam.
11

 

Siyasah diartikan secara linguistik artinya 

mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat 

keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa, al-qaum, 

mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Secara 

bahasa di artikan memerintah membuat, kebijaksanaan, 

mengurus dan pengendalian adapun pengertian istilah 

siyasah adalah: 

Siyasah di artikan pula dengan politik sebagaimana 

uraian di ayat di atas Al-Qur’an tentang politik secara 

sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang ber akar 

pada Hukum, kata itu mulanya berarti menghalangi atau 

melarang dalam rangka perbaikan dari akar yang sama 

berbentuk Hikma yang pada mulainya berarti kendali.
12

 

Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa kata 

siyasah bearti mengatur, mengurus, memerintah dan 

memimpin dan membuat kebijaksanaan pemerintah dan 

politik, yang bersifat untuk mencapai suatu rujukan dalam 

siyasah. 

Secara terminologis, dalam lisan Al-Arab, siyasah 

diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara 

yang membawa Kemaslahatan. Didalam Al-Munjid di 

sebutkan siyasah adalah membangun Kemaslahatan 

manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang 

menyelamatkannya.
13

 

Siyasah adalah ilmu pemerintah untuk 

mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri 

Serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum 

atas dasar keadilan istiqomah. 

                                                             
11

 Ibid., h. 14. 
12

 Ibid., h. 25. 
13

 Ibid., h. 26.  



25 

Dari pengertian - pengertian diatas tersebut dapat 

di simpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa 

pengertian, yaitu: 

1. Pengaturan kehidupan bermasyarakat  

2. Pengendalian Negara  

3. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam 

kehidupan bernegara  

4. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk 

mengendalikan kehidupan warga Negara  

5. Pengaturan hubungan antar Negara  

6. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara 
14

 

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti 

mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan 

politik dan pembuatan kebijaksanaan, pengertian 

kebahasaan ini mengisaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas 

sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu.
15

 

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf 

mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan 

perundang-undang diciptakan untuk memelihara ketertiban 

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
16

 Sementara 

Lois Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah membuat 

kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke 

jalan kemaslahatan. Adapun Ibn manzhur mendefinisikan 

siyasah adalah mengarur memimpin sesuatu yang 

mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. 

Tiga definisi tersebut dikemukakan para ahli diatas 

masih bersifat umum dan tidak melihat 

mempertimbangkan nilai-nilat syariat, meskipun tujuan 

nya sama ingin mencapai kemaslahatan, definisi yang 

bernuansya religius, dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-

Jawziyah, menurutnya siyasah adalah suatu perbuatan yang 

                                                             
14

 Ibid., h. 18. 
15

 Iqbal Muhammad, “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin 

Politik Islam,” Jakarta: Prenamedia Group, 2014., h. 3. 
16

 Abdul Wahhab Khallaf, “Al-Siyasah Al-Syar‟ Iyyah” 

(Kairo: Dar al-Anshar, 1977)., h. 4-5. 
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membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan 

terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut 

tidak ditetapkan oleh Rosulullah SAW atau diwahyukan 

oleh Allah SWT.
17

 

Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad faith 

bahansi menyatakan bahwa siyasah adalah pengaturan 

kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan 

kentutuan nya syara. 

Berdasarkan pengertian di atas bawha Fiqh 

Siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan 

bagi manusia itu sendiri 

Fiqh Siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-

sumber hukum islam yang terkandung di dalamnya dalam 

hubungannya dengan kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat.
18

 

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Fiqh Siyasah 

antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan 

dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan 

menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada nya dan 

siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabnya. 

Ilmu Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas 

tentang cara pengaturan ketatanegaraan Islam sebagaimana 

cara untuk mengadatakan perundang-undangan dan 

berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-

prinsip islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. 

Adapun kemaslahatan tersebut jika jika dilihat dari 

sisi syariah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib 

melaksanakannya ada yang sunah melaksanakannya 

kemaslahatan tersebut harus lah memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

                                                             
17

 Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, As-Siyasah as-Syariah (Kairo: al-

Mu’assasah al-Arabiah, 1961)., h. 6. 
18

 Muhammad, “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik 

Islam.”  
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a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid 

syariah,semangat ajaran dalil-dalil kully dan dalil qoth’i 

baik wurud maupun dalalalnya. 

b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan berdasarkan 

penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak 

meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan 

menghindari mudrat 

c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan 

mendatangkan kesulitan yang di luar batas dalam arti 

kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
19

 

Siyasah syar’iyah diartikan dengan kentuan 

kebijaknsanaan pengurus masalah kenegaraan yang 

berdasarkan syariat, Khallaf menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala 

hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan 

mereka, baik di perundang-undangan dan lain-lainnya. 

Definisi dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj 

yang merumuskan siyasah syariyah sebagai hukum-hukum 

yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi 

permasalahan umuat sesuai dengan jiwa semangat syariat 

dan dasar-dasarnya yang universal demi terwujudnya 

ciptaan tujuan bermasyarakat. 

Bahansi merumuskan bahawa siyasah syariah 

adalah pengaturan kemaslahatan umuat manusia sesuai 

dengan ketentuan syara, sementara sebagaimana dikutip 

Khallaf mendefinisikan bahwa sebagai penguasa 

kewewnangan pemerintah untuk melakukan kebijakan-

kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan 

melalui pengetauran yang tidak bertentangan dengan dasar-

dasar agama.
20

 

Dengan menganalisasi definisi-definisi yang di 

kemukaan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat siyasah 

syar’iyah yaitu: 
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a. Bahwa siyasah syar’iyah berhubungan dengan 

pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia 

b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh 

pemegang kekuasaan  

c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan 

kemaslahatan dan menolak kemudratan 

d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan 

roh semangat syariat islam. 

Berdasarkan hakikat diatas ini dapat disimpulkan 

bahwa sumber-sumber pokonya siyasah syar’iyah adalah 

wahyu Al-Qur’an dan al-Sunnah kedua sumber inilah yang 

menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk 

menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan 

mengatur kehidupan Negara. 

Akan tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari 

wahyu tersebut yang disebut juga siyasah wadh’iyah harus 

diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, Kalau 

ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat 

wahyu, maka kebijaksanaan politik yang dibuat tersebut 

tidak dapat dikatakan sebagai siyasah syar’iyah.
21

 

Siyasah Syar’iyah adalah Fiqh Siyasah Fiqh 

Siyasah itu sendiri secara umum mempelajari segala sebab 

berkaitan dengan asal-usul Negara dalam sejarah islam, 

sejarah perkembangan organisasi dan fungsi serta perannya 

dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, 

peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh penguasa. 

Siyasah syar’iyah adalah hukum-hukum isalam 

yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk 

mewujudkan kemaslahatan sebagai bagian dari fiqh yang 

ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.
22
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1. Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Sistematika Hukum 

Islam 

Fiqh Siyasah memegang peranan dan 

kedududukan penting dalam penerapan dan aktualisasi 

hukum islam secara keseluruhan, dalam Fiqh Siyasahlah 

diatur dalam sebagaimana sebuah ketentuan hukum islam 

bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat islam.  

Tanpa keberadaan Negara dan pemerintah 

ketentuan-ketentuan hukum islam akan sulit sekali terjamin 

keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak 

teralu banyak campur tangan siyasah. Tetapi untuk untuk 

urusan kemasyarakatan yang kompleks umat islam 

membutuhkan Fiqh Siyasah. Dalam Fiqh Siyasah 

pemerintah bisa menetapkan suatu hukuman yang secara 

tegas tidak diatur oleh nash tetapi berdasarkan 

kemaslahatan dibutukan oleh manusia. 

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin 

bergerak cepat permaslahan yang timbulpun semakin 

kompleks apalagi hukum islam tidak sampai detail megatur 

berbagai persoalan kehidupan umat islam, kalau 

permasalhan tersebut kemungkinana besar hukum islam 

akan dan tidak responsive terhadap perkembangan karena 

itu Negara memegang peran penting dalam mengatasi hal 

ini. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Fiqh 

Siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang 

strategis dalam masyarakat islam, untuk memikirkan 

murumuskan dan menetapkan kebijakan politik praktis 

yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim 

khusunya dan warga Negara pada umumnya pemerintah 

membutukan siyasaj syar’iyah tanpa kebijakan politik 

pemerintah sangat boleh jadi umat islam akan sulit 

mengembangkan potensi yang mereka miliki. 

Fiqh Siyasah juga dapat menjamin umut islam dari 

hal-hal yang bisa merugikan dirinya, Fiqih siyasah dapat 

dibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menompang 

batang, ranting, dahan dam daun sehingga menghasilkan 
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buah dapat dinikmatin oleh umat islam dan umat manusia 

pada umumnya.
23

 

2. Ruang Lingkup dan Kajian Fiqh Siyasah  

 Ruang lingkup Fiqh Siyasah Terjadi perbedaan 

pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang 

lingkup Fiqh Siyasah, di ataranya di bagi menjadi lima 

bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga 

bidang pembahasan. 

Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang 

lingkup kajian Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, 

namun perbedaan ini tidak terlalu karena hanya bersifat 

teknis. 

Menurut Imam Al-Mawardi, didalam kitab nya yang 

berjudul al-Ahkam al-sulthaniyyah, lingkup kajian Fiqh 

Siyasah yang mencangkup kebijaksanaan pemerintah  

1). Siyasah Dusturiyyah (Peraturan perundang-undangan) 

2). Siyasah Maliyyah (ekonomi dan moneter) 

3). Siyasah Qadha’iyyah (Peradilan)  

4). Siyasah Harbiyyah (Hukum perang)  

5). Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara).
24

 

Sumber Kajian Fiqh Siyasah Setiap disiplin ilmu 

mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya dapat 

berkembang sesuai dengan tuntunan dan tantangan zaman 

demikan juga dengan Fiqh Siyasah, sebagai salah satu 

cabang dari disiplin ilmu fiqh, Fiqh Siyasah mempunyai 

sumber-sumber dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. 

Secara garis besar sumber Fiqh Siyasah dapat jadi 

sumber primer dan sumber skunder. Fathiyah al-Nabawi 

membagi sumber-sumber Fiqh Siyasah kepada tiga bagian 

Al-Qur’an dan Al-Sunnah.Sumber-sumber tertulis selain 

Al-Qur’an dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber serta 

peninggalan kaum muslimin terdahulu. 
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Selain sumber Al-Qur’an dan al-Sunnah, Ahmad 

Sukardja mengungkapkan sumber kajian Fiqh Siyasah 

berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, Seperti 

pandangan para pakar politik atau kebiasaan masyarakat 

yang bersangkutan adat-istiadat setempat mengalaman 

masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat 

sebelumnya selain iutu sumber-sumber lain sperti 

perjanjian antar Negara dan konvensi dapat digunakan 

berasal dari manusia dan lingkunganya bersifat dinamis 

dan berkembang. 

Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, 

kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi 

oleh masyarakat yang bersangkutan, ini lah yang membuat 

kajian Fiqh Siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, 

antisipatif dan responsive terhadap perkembangan 

masyarakat.
25

 

3. Siyasah Dusturiyah 

Permasalahan di dalam fiqh dusturiyah adalah 

hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di 

pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada 

didalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup 

pembahasannya sangat luas oleh karena itu di salam Fiqh 

Siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas 

pengaturan dan perundang-undang yang di tuntut oleh hal 

ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-

prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan 

manusia serta memenuhi kebutuhanya. 

Fiqh Siyasah dusturiyah mencangkup bidang 

kehidupan yang sangat luas dan kompleks sekalia pun 

demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Persoalan dan ruang lingkup  

b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban 

c. Persoalan rakyat statusnya, dan hak-haknya 

d. Persoalan bai’at 
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e. Persoalan waliyul ahdi 

f. Persoalan perwakilan  

g. Persoalan ahlu halli wa aqdi 

h. Persoalan wuzaroh dan perbandingannya 

 Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan Fiqh 

Siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilempaskan dari 

dua hal pokok, pertama dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-

Qur’an maupun hadis, maqosidusyariah, dan semangat 

ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak 

akan berubah bagaimana pun perubahan masyarakat.
26

 

 Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dalam 

mengubah masyarakat, kedua aturan-aturan yang dapat 

berubah karena perubahan situasi dan komdisi termasuk 

didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak 

seluruhnya. 

 Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah Fiqh Siyasah yang 

membahas masalah perundang-undang Negara. Dan 

membahas antara lain konsep-konsep konsitusi, undang-

undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-

undang dalam suatu Negara, legislasi bagaimana cara 

perumusan undang-undang lembaga demokrasi dan syura 

yang nerukan pilar penting dalam perundang-undang.
27

 

Dengan demikian Fiqh Siyasah Dusturiyah 

pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan 

penguasa yang berisi berbagi aturan-aturan untuk 

kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum 

yang dibuat oleh pemimpin penguasa dapat dikatagorikan 

sebagai tasyri karena secara definitif tasyri adalah kata 

yang diambil dari lafazh syariah yang artinya jalan yang 

lurus.
28
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Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi 

untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah 

pemerintahan dalam arti luas karena di dalam dustur itulah 

tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan 

kekuasaan di dalam pemerintahan suatu Negara, sebagai 

dustur dalam satu Negara sudah tentu perundang-undangan 

dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah dan tidak 

boleh bertentangan dengan dustur tersebut. 

Sumber fiqh dusturi tentu pertama-pertama adalah 

Al-Qur’an dan al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan 

dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan dalil-

dalil kully dan semangat ajaran Al-Qur’an.Kemudian 

hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. 

Sumber fiqh dusturi juga mebahas kebijakan-

kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan 

pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di 

dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan 

nya masing-masing.   

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, 

didalam masalah fiqh dusturi, hasil ijtihad para ulama ini 

sangat membantu kita didalam memahami semangat fiqh 

dusturi dan prinsip-prinsipnya, didalam mencapai 

kemaslahatan umat mislanya haruslah terjamin dan 

terpelihara dengan baik. 

Terakhir sumber fiqh dusturi adalah adat kebiasaan 

suatu bangsa yang tidak beretentanga dengan prinsip-

prinsip Al-Qur’an dan hadis, ada kemungkinan adat 

kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering 

diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan dari adat 

kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang 

tertulis. 

4. Pemilihan Pemimpin 

 Pemimpin berasal dari kata “pimpin” berarti 

bimbingan atau tuntun. Demikian di dalamnya ada dua 

pihak yang terlibat yaitu yang “dipimpin” bararti orang 

yang menuntun atau yang membimbing. Sacara etimologi 
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pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta 

membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian 

tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang 

bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat kelompok.
29

 

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki 

kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan kelebihan 

disuatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-

orang untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas 

tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. 

Pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang 

yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku 

sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau 

mengontrol usaha upaya orang lain, atau melalui presasi, 

kekuasaan atau posisi. Dalam pengertian yang terbatas, 

pemimpin ialah seorang yang membimbing memimpin 

dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan 

akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh para 

pengikutnya.
30

 

 Secara terminologi banyak ditemukan definisi tentang 

pemimpin seperti Relp M. Stogdil yang menghimpn 

banyak definisi tentang pemimpin yaitu: 

a. Sebagai pusat kelompok 

b. Sebagai kepribadian yang berakibat 

c. Sebagai seni menciptakan kesapakatan  

d. Sebagai kemampuan mempengaruhi 

e. Sebagai tindakan prilaku 

f. Sebagai bentuk suatu bujukan  

g. Sebagai suatu hubungan kekuasaan 

h. Sarana penciptaan tujuan 

i. Hasil interaksi 

j. Sebagai pemisah peranan  

k. Sebagai awal struktur 
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  Ajaran Islam istilah pemimpin dikenal dengan kata 

Imamah, sedangkan kata yang berkaitan dengan 

pemimpin dan berkonotasi pemimpin selain dari kata Ulil 

Amri dalam islam ada lima macam, yaitu: 

a. Khalifah 

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa 

disebut khalifah sebagai gelar Kepala Negara dalam 

sejarah islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan 

untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang 

tidak diatur jelas dalam Al-Qur an dan Hadis, namun 

hak untuk membuat suatu peraturan perundang-

undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rasul-Nya. 

Sehingga Khalifah mengeluarkan suatu hukum atau 

qanun atau undang-undang yang tidak diatur jelas 

oleh Al-Al-Qur’an dan Hadis. Karena aturan hukum 

Allah SWT tidak membedakan antara pemilik 

kekuasaan dan individu-individu Negara.
31

 

 Kata khalifah secara etimologis berasal dari kata khalf 

(dibelakang) lalu dari sini kata khalifah diartian 

sebagai pengganti, “karna yang mengantikan selalu 

berada atau dating dibelangkang, sesudah yang 

digantikannya. Dalam Al-Qur’an, manusia secara 

umum merupakan khalifah Allah SWT dimuka bumi 

untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta 

isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya 

pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam 

umatnya. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi 

Muhammad SAW selain sebagai Nabi dan Rasul juga 

sebagai Imam, Penguasa, Panglima Perang, dan lain 

sebagainya. Para ulama memaknai kata khalifah 

menjadi tiga macam yaitu mengganti kedudukan, 

belakang dan perubahan. Al-Qur’an ditemukan dua 

bentuk kata kerja dengan makna yang berbeda. 
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Bentuk kata kerja yang pertama ialah khalafa-yakhlifu 

dipergunakan untuk arti “mengganti”, dan bentuk kata 

kerja yang kedua ialah istakhlafa-yastakhlifu 

dipergunakan untuk arti “menjadikan”. Jama’ dari 

kata khalifah ialah khalaif dan khulafa.Term ini 

dipergunakan dalam kaitan dengan manusia pada 

umumnya dan orang mukmin pada 

khususnya.Sedangkan khulafa dipergunakan Al-

Qur’an dalam kaitan dengan pembicaraan yang tertuju 

kepada orang kafir. 

b. Al-Imam 

 Kata Imam berakar dari kata Amama didepan. Imam 

berarti yang didepan, yakni yang diikuti perkatan dan 

perbuatannya, baik dia manusia, tulisan, ataupun yang 

selain dari itu. Kemudian dalam sholat orang yang 

memimpin sholat disebut Imam. 

 Al Imam adalah suatu istilah yang berarti pemuka, 

dipakai dalam beberapa aspek kehidupan. Sejak awal 

istilah imam digunakan guna menyebut seorang yang 

memimpin (amma) salat berjemaah diantara para 

partisipan (ma’mum). Ikatan yang demikian arat 

dengan dimensi keagamaan menjadi kurang dikaitkan 

dengan politik. Istilah imam mengalami 

perkembangan yang cukup luas, tidak hanya 

digunakan sebatas pemimpin spiritual dan penegak 

hukum, tetapi lebih dari itu juga digunakan dalam 

kekhalifahan (pemerintahan) dan amirul mu’minin 

(pemimpin orang mukmin). Para ulama mengartikan 

imam sebagai orang yang dapat diikuti dan 

ditauladani serta menjadi orang yang berada digarda 

terdepan. 

c. As-Sulthan 

 Istilah sulthan berkaitan dengan kekuasaan raja istilah 

yang tumbuh ketika negara menggunakan sistem 

monarki absolute misalnya kerajaan Saudi Arabia. 

Sejarah islam kata ini berkembang dari istilah 

khilafah islam yang bermarkas di Damaskus dan 
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Baghdad, masing-masing memiliki legistimasi 

sebagai khilafah. 

 

d. Al-Malik 

 Al-Malik berasal dari kata yang berarti pemilik 

perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau 

negeri. Al-Malik akar katanya terdiri dari tiga huruf, 

yaitu man, lam, dan kaf, artinya ialah kuat dan sehat. 

Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja Malaka-

Yamlika artinya kewenangan untuk memiliki sesuatu. 

Al-malik bermakna seseorang yang mempunyai 

kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan 

melarang suatu dalam kaitan dangan sebuah 

pemerintahan. Tegasnya al-malik ialah nama bagi 

setiap orang yang memiliki kemampuan di bidang 

politik dan pemerintahan. 

e. Wali 

 Kata wali berasal dari bahasa Arab yang berarti 

“seseorang yang dipercaya” atau “pelindung”, makna 

secara umum menjadi “teman Allah SWT” dalam 

kalimat waliyu’llah. Al-Qur’an menjelaskan wali 

Allah memiliki arti orang yang beriman dan 

bertakwa.
32

 

5. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin 

 Prinsip dasar pemimpin sebagaimana yang digariskan 

dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, dalam 

perkembanganya mengalami arti perluasan dan 

pemahaman. Bahkan tak jarang mengalami pembiasan 

yang jauh dari prinsip dasar yang sesungguhnya. Hal ini 

tak lepas dari hiruk pikuk kepentingan politik dan 

kepentingan kelompok atau golongan. 

 Konsekuensi dari kondisi tersebut akhirnya 

berpengaruh pada penentuan syarat-syarat seorang 
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pemimpin yang durumuskan oleh para ulama dan fuqaha. 

Pendapat dan ijtihat mereka sangat tergantung dan 

ditentukan oleh situasi dan kondisi yang mengitarinya. 

Seperti pendapat para ulma dan fuqaha. 

 Al-Mawardi, tokoh ulama dari kalangan Qadhi yang 

hidup pada abad pertengahan menyebutkan syarat utama 

bagi pemimpin yaitu: 

a. Adil dalam arti yang luas  

b. Punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam 

menghadapi persoalan-persoalan dan hukum 

c. Sehat pendengaran, mata dan lisannya supaya dapat 

berurusan langsung dengan tanggung jawabnya 

d. Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk 

melakukan gerak dan melangkah cepat  

e. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan 

kemaslahatan umum 

f. Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi 

musuh 

g. Keturunan Quraisy.
33

 

 Ibn Hisyam, ulama fiqh besar menyebut lima syarat 

yang harus ada pada diri seorang pemimpin yaitu: 

a. Kalangan Qurasy 

b. Baligh 

c. Laki-laki 

d. Muslim  

e. Paling menonjol dalam masyarakat, mengetahui 

hukum-hukum agama, secara keseluruhan taqwa 

kepada Allah SWT, dan tidak diketahui berbuat 

fasik.
34

 

6. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin 

 Islam adalah agama universal dilihat dari sisi lingkup 

ajarannya meliputi kehidupan dunia dari semua aspeknya 

dan kehidupan akhirat pada semua hal yang terkait 

                                                             
33

 M Yusuf Musa, “Politik Dan Negara Dalam Islam,” 

Surabaya: Al-Ikhlas, 1990., h. 59. 
34

 Ibid., h. 60. 



39 

dengannya. Manusia dicipakan oleh Allah Swt kemuka 

bumi ini sebagai khalifah (pemimpin) oleh sebab itu 

manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin 

yang merupakan peran sentral dalam setiap upaya 

pembinaan, Al-Qur’an merupakan pedoman dan petunjuk 

dalam kehidupan manusia, baik itu ayat-ayat yang 

tersuratmaupun yang tersirat. Al-Qur’an juga sebagai 

kitab suci umat Islam, banyak memberikan petunjuk 

tentang masalah pemimpin, berupa ketentuan-ketentuan 

nilai etis yang sangat di perlukan dalam kepemimpinan 

tersebut.
35

 

 Allah SWT telah memberitahu kepada manusia, 

tentang pentingnya peran pemimpin dalam islam, 

sebagaimana dalam Al-Qur’an dan Hadist kita 

menemukan banyak ayat berkaitan dengan masalah 

pemimpin. 

a. Al-Qur’an 

Al Qur’an adalah sumber hukum islam pertama 

al qur-an adalah kitab suci yang memuat wahyu 

(firman Allah) tuhan yang maha esa, asli seperti yang 

disampaikan oleh malaikat jibril kepada Nabi 

Muhammad Saw sebagai Rasulnya sedikit demi 

sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di 

Mekkah kemudian di Madinah untuk menjadi 

pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam 

hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di 

dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.
36

 

Al-Qur’an sebagai kitab samawi terakhir yang 

dberika kepada Nabi Muhammad SAW sebagai 

panutan dalam rangka pembinaan ummatnya, diantara 

nilai-nilai tersebut adalah pada aspek kebahasaanya, 
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isyarat-isyarat ilmiah dan muatan hukum yang 

terkandung didalamnya.
37

 

 

1) Firman Allah SWT Surat An-Nisa: 59 

                   

                  

                          

 “Hai orang-orang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasu-nya, dan ulil amri diantara 

kalian.Kemudian jika kalian berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah dia kepada Alah (Al-Qur’an) 

dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-

benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagi kalian) dan lebih baik akibatnya”. (QS. 

An-Nisa: 59). 

 Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini 

memintah kaum mukminin agar menaati putusan 

hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan 

hukum. Yakni sumber hukum ini baik lagi sempurna 

sedang selainya buruk atau memiliki kekurangan, dan 

disamping itu, dan ia juga lebih baik akibatya, baik 

untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat 

kelak. 
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2) Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah: 30 

                     

                     

                     

 “Dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman 

kepada para malaikat “sesungguhnya aku 

hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka 

berkata “apakah engkau hendak menjadikan 

orang yang merusak dan menumpahkan darah 

disana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu, 

dan menyucikannama-Mu?”Dia 

berfirman,“sungguh aku lebih mengetaui apa 

yang tidak kamu ketahui”(Al-Baqarah:30). 

Para malaikat jelas ingin mengetahui 

hikmah yang terkandung dari penciptan makhluk 

jenis manusia, karna jenis ini akan melakukan 

pertikaian selama didunia. Para malaikat ingin 

pula mengetahui rahasia yang mengakibat kan 

Allah Swt mengesampingkan mereka (malaikat) 

yang hanya bertasbih dan mensucikanya, 

kemudian Allah Swt menjelaskan kepada mereka 

bahwa Allah Swt telah menganungerahi manusia 

ini suatu rahasia yang tidak pernah diberikan 

kepada malaikat 

3) Firman Allah Swt Surat Shad: 26 
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(Allah berfirman). “Wahai Daud! 

Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah 

(penguasa) di bumi, maka berilah keputusan 

diantara manusia dengan adil dan 

janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, 

karena akan menyesatkan engkau dari jalan 

Allah, sungguh orang-orang yang sesat dari 

jalan Allah akan mendapat adzab yang 

berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan.” (Shad: 26). 

 Allah Swt berpesan. Kepada para penguasa 

supaya agar dan memberikan keputusan diantara 

mereka dengan kebenaran yang telah diberikan 

dari sisi-Nya.Jika menyimpang, mereka sesat dari 

jalan Allah.Sesungguhnya Allah telah 

menyediakan bagi orang yang sesat dan 

melupakan dimana hari perhitungan suatu siksa 

yang amat pedih.
38 

b. Hadist 

Adalah sumber hukum islam kedua 

setelah Al-Qur’an. Banyak hadist yang 

diriwayatkan menunjukan kewajiban mengangkat 

seorang pemimpin antara lain : 

1) H.R Bukhari dan Muslim 

حدََّثََُبعبَْدُ اللََِّّ بٍُْ يَسهًََْتَ عٍَْ يَبنِكٍ عٍَْ 

عبَْدِ اللََِّّ بٍِْ دٌَُِبرٍ عٍَْ عبَْدِ اللََِّّ بٍِْ 

ٌَّ رَسُٕلَ اللََِّّ صهََّى اللََُّّ 
َ
 عهٍََِّْ َٔسهََّىَ عًَُزَ أ

لَ كُهُّكُىْ رَاعٍ َٔكُهُّكُىْ يَسئُْٕلٌ عٍَْ 
َ
قَبلَ أ

رَعَِّتِِّ فَبلْيٍَِزُ انَّذِي عهََى انَّبصِ رَاعٍ 

عهٍََِْٓىْ ََُْٕٔ يَسئُْٕلٌ عَُُْٓىْ َٔانزَّجمُُ رَاعٍ 

ْْمِ بٍَْتِِّ ََُْٕٔ يَسئُْٕلٌ عَُُْٓىْ 
َ
عهََى أ

ةُ رَاعٍَِ 
َ
تٌ عهََى بٍَْجِ بَعْهَِٓب َٔانًَْزْأ

ََٔٔنَدِِِ ًََِْٔ يَسئُْٕنَتٌ عَُُْٓىْ َٔانْعَبْدُ 

رَاعٍ عهََى يَبلِ سٍَ دِِِِ ََُْٕٔ يَسئُْٕلٌ عَُُّْ 

 فَكُهُّكُىْ رَاعٍ َٔكُهُّكُىْ يَسئُْٕلٌ عٍَْ رَعَِّتِِّ 
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 Telah menceritakan Abdullah ibn Maslamah 

dari Malik dari Abdullah ibn Dinar dari 

Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah 

Saw. Bersabda :Setiap kamu adalah pemimpn 

dan akan dimintai pertanggungjawaban atas 

kepemimpinanya, seseorang kepala negara 

pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai 

pertanggungjawaban perihal rakyat yang 

dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin 

bagi keluarganya dan akan dimintai 

pertaggung jawaban perihal keluarga yang 

dpimpinya, seorang istri adalah pemimpin 

atas rumah tangga suami dan anaknya dan 

akan dimintai pertanggungjawaban atas 

tugasnya, seorang pembantu adalah 

bertanggungjawab atas tuannya dan akan 

ditanya dari tanggungjawabnya, dan kamu 

sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai 

pertanggungjawaban perihal 

kepemimpinannya. 

 Hadist diatas berbicara tentang etika 

kepemimpinan dalam islam. Etika yang paling 

pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung 

jawab. Semua orang yang hidup diduna ini 

disebut pemimpin karenanya sebagai pemimpin 

mereka memegang tanggung jawab, sekurang-

kurangnya terhadap diri mereka sendiri. Seorang 

suami bertanggung jawab terhadap istrinya, anak-

anaknya dan seorang majikan bertanggung jawab 

kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung 

jawab kepada pekerjanya, seorang atasan 

bertaggung jawab kepada bawahannya, seorang 

presiden, gubernur, bupati, wali kota bertanggung 

jawab kepada rakyat yang dipimpinya tapi 

tanggung jawab disini bukan semata-mata 

bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu 

selesai dan tidak menyisahkan dampak bagi yang 
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dipimpin. Melaikan lebih dari itu, yang dimaksud 

tanggungjawab disini adalah lebih berarti sebuah 

upaya pemimpin untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. 

2) H.R Bukhari dan Muslim 

بُٕ 
َ
حدََّثََُب شٍَْبَبٌُ بٍُْ فَزُّٔخَ حدََّثََُب أ

الْشََْٓبِ عٍَْ انْحسٍََِ قَبلَ عبَدَ عبٍَُْدُ اللََِّّ 

سٌَِبدٍ يَعْقِمَ بٍَْ ٌَسبَرٍ انًُْشََِّ فًِ بٍُْ 

يَزَضِِّ انَّذِي يَبثَ فٍِِّ قَبلَ يَعْقِمٌ إَِِ ً 

يُحدَِ ثُكَ حدٌَِثًب سًَِعْتُُّ يٍِْ رَسُٕلِ اللََِّّ 

ٌَّ نًِ 
َ
صهََّى اللََُّّ عهٍََِّْ َٔسهََّىَ نَْٕ عهًَِْجُ أ

اللََِّّ حٍََبةً يَب حدََّثْتُكَ إَِِ ً سًَِعْجُ رَسُٕلَ 

صهََّى اللََُّّ عهٍََِّْ َٔسهََّىَ ٌَقُٕلُ يَب يٍِْ 

ْٕوَ  عبَْدٍ ٌَستَْزْعٍِِّ اللََُّّ رَعَِّتً ًٌَُٕثُ ٌَ

ًٌَُٕثُ ََُْٕٔ غبَشٌّ نِزَعَِّتِِّ إِلََّ حزََّوَ اللََُّّ 

 عهٍََِّْ انْجََّتَ 

 Dari Mu’qil bin Yaser, ia berkata,”aku 

pernah mendengar Rasulullah Saw, bersabda: 

“siapapun yang diberi wewenang oleh Allah 

untuk membimbing rakyatnya, namun 

kebijakannya tidak mampu menjaga mereka 

(dari perbuatan keji) maka kelak dia tidak 

akan mendapatkan bau surge.”disebutkan 

dalam sebuah riwayat, siapapun wali itu yang 

membawahi rakyatnya yang terdiri dari kaum 

muslimin kemudian mati, sedangkan pada 

hari kematiannya itu ia masih menipu 

rakyatnya niscaya Allah akan mengharamkan 

surga atasnya.39 

 Rakyat adalah amanat yang berada ditangan 

pemimpin yang harus ia jaga, harus ia layani, dan 

harus pula ia berdayakan demi kemaslahatan 

mereka. Siapapun orang yang Allah beri 

wewenang untuk mengatur kehidupan manusia 
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maka ia harus menjaga mereka dengan 

kebijasanaanya dan dengan hati yang tulus 

mengatur mereka sehingga semua kepentingan 

mereka tetap terjaga seperti halnya kepetingan 

dirinya sendiri.
40

 

7. Tipe Dan Gaya Kepemimpinan 

Pemimpin mempunyai sifat, kebiasaan, watak, 

tempramen dan kepribadian sendiri yang khas dan unik 

sehinggah tingkah laku dan gayanya yang membedakan 

dirinya dengan orang lain. 

a. Tipe Karismatis 

Pemimpin karismatis ini memiliki kekuatan 

energy, daya tarik dan pembawaan yang luar biasa 

untuk mempengaruhi orang lain tipe orang ini banyak 

memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan 

teguh pada pendirian sendiri totalitas kepribadian 

pemimpin seperti ini memancarkan pengaruh dan 

daya tarik yang teramat besar seperti Soekarno, Jhon 

F kennedy dan Hitler. 

b. Tipe Paternalistis 

Yaitu tipe kepemimpinan yang kebapaan, dengan 

sifat-sifat antara lain: 

1) Dia menganggap bawahanya sebagai manusia 

yang tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang 

perlu dikembangkan. 

2) Dia bersikap terlalu melindungi. 

3) Jarang memberikan kesempatan kepada 

bawahanya untuk mengambil keputusan sendiri. 

4) Dia hampir-hampir tidak memberikan kesempatan 

kepada bawahanya untuk berinisiatif. 

5) Hampir tidak pernah memberikan   kesempatan 

kepada bawahanya untuk mengembangkan 

imajinasi dan daya kereatifitas mereka sendiri. 
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6) Selalu bersikap maha tahu dan maha benar. 

c. Tipe Militeristis 

Tipe ini mirip sekali dengan tipe pemimpi otorites. 

Hendaknya dipahami, bahwa tipe ini berbeda sekali 

dengan kepemimpinan militer (tokoh militer). 

d. Tipe Otokratis 

Kepemimpinan otokratis itu mendasarkan diri pada 

kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi, 

setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa 

berkonsultasi dulu dengan bawahanya anak buah 

tidak pernah diberi informasi mendetail mengenai 

rencana dan tindakan. 

e. Tipe Laissez Faire 

Kepemimpinan ini sang pemimpin praktis tidak 

memimpin dia membiarkan kelompoknya dan setiap 

orang semau sendiri, pemimpin tipe ini tidak 

mempunyai kewibawaan dan tidak bisa mengontrol 

anak buahnya tidak mampu melaksanakan koordinasi 

kerja, dan juga tidak berdaya sama sekali 

menciptakan suasana kerja yang kooperatif. 

f. Tipe Populistis 

Kepemimpinan populistis sebagai pemimpin yang 

dapat membangun solidaritas rakyat, kepemiminan ini 

berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang 

tradisional. Juga kurang mempercayai dukungan 

kekuatan serta bantuan hutang-hutang luar negeri. 

Kepemimpinan ini mengutamakan kehidupan 

nasionalisme. 

g. Tipe Administratif atau Eksekutif 

Kepemimpinan yang mampu atau percaya 

menyelenggarakan tugas administrasi secara efektif. 

Sedang para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan 

administrator yang mampu menggerakan dinamika 

moderenisasi dan pembangunan. 
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h. Tipe Demokratis 

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada 

manusia, memberikan bimbingan yang efesien kepada 

para pengikutnya terdapat koordinasi pekerjaan pada 

semua bawahan, dengan penekanan pada rasa 

tanggung jawab internal dan kerja sama yang baik. 

Pemimpin demokratis menghargai potensi setiap 

individu mau mendengarkan nasehat dan sugesti 

bawahan juga bersedia mengakui keahlian para 

anggotanya.
41
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